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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam atas kasus penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang
menghamili anaknya studi kasus di Kelurahan Krembangan Selatan Kota
Surabaya, dalam skripsi ini terdapat dua pembahasan antara lain Bagaimana
deskripsi penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili
anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya? Bagaimana tinjauan
hukum Islam atas kasus penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang
menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya?.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh di analisis
dengan metode deduktif untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dalam
pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara kepada pihak wali
dan perempuan yang dalam kasus ini menjadi korban, dan juga mengumpulkan
aturan hukum Islam yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Hasil penelitian menyatakan pertama dilihat dari deskripsi kasus semula
hubungan dari Mrs.Y (nama samara korban perempuan) dan Mr.X (nama samara
pelaku laki-laki) sudah disetujui oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi kepercayaan
dan persetujuan atas kedua orang tuanya disalah artikan dalam arti mereka
melakukan hubungan berpacaran melebihi batas, sampai Mrs.Y mengandung anak
dari Mr.X. Karena kehamilannya maka Mr.X melarikan diri. Setelah beberapa
bulan Mr X meminang Mrs Y untuk menikah akan tetapi ditolak dari orang tua
Mrs Y karena ada itikad yang tidak baik, yaitu sempat melarikan diri.

Kedua jika dilihat dari Q.S An-Nur ayat 3 (Laki-laki yang berzina tidak
mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina, dan perempuan yang
berzina tidak mengawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau lelaki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang beriman)
maupun KHI pasal 53 ayat 1 (Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria yang menghamilinya). Menerangkan bahwa seorang
perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang
menghamilinya, akan tetapi dalam kasus ini orang tua dari pihak perempuan
sebagai Wali Mujbir sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk memaksa
untuk melarang atau menikahkan dengan seorang laki-laki jika kedepannya laki-
laki tersebut yang bisa mengecewakan anaknya dikemudian hari. Yang dalam hal
ini terbukti bahwa pihak laki-laki tersebut sering berkata kasar dan malah
menginginkan menggugurkan kandungannya. Dengan alasan tersebut sudah jelas
bahwa pihak laki-laki tidak ada itikad baik.

Sejalan dengan kesimpulan di atas agar kiranya orang tua lebih menjaga
anaknya terutama anak perempuan agar kejadian hamil di luar nikah bisa dihindari
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu
sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam pemenuhan
kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan
lingkungan sekitarnya. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk
meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara
laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian
populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat
manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya
dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan

perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.!

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia,
yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang
suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah
tangga yang sakinah, mawadda, warrahma. Untuk menegakkan cita-cita
keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-

ajaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi

! Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, Az-Zawaju Islamil al-Mubakrir : Sa’dah, Terj.
Mustaqiim, Hadiah untuk Pengantin, (Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001), 28.



perkawinan berkaitan pula dengan hukum yang telah ditetapkan oleh

Negara.

Dalam Islam Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-
teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja pertalian antara
suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, betapa tidak,
dari baiknya pegaulan si istri dengan si suaminya, kasih mengasihi, akan
berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak.?
Sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan saling tolong-menolong
sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.
Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan

hawa nafsu.
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Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka

dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi
Maha Mengetahui. (Qs. An Nur (24) : 32).

Tujuan untuk perkawinan tidak hanya untuk meneruskan keturunan
ataupun menyalurkan syahwat akan tetapi juga agar manusia merasa
tentram dan damai, karena telah ada seseorang yang berada di sampingnya.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21:

2 Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo.1994), 374.
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.?

Hidup bersama suami istri dalam sebuah perkawinan tidak semata-
mata untuk kebutuhan seks saja, akan tetapi bermaksud agar mereka dapat
membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun antara
suami istri, hidup aman dan harmonis serta saling mengerti dan

menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing.*

Sebagai agama yang menjujung tinggi nilai dan kehormatan
manusia sebagai mahluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup
berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui
sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun ketika kita melihat realita yang
terjadi, ternyata pemahaman masyarakat terhadap masalah nikah sangatlah
minim, hal ini disebabkan kecenderungan dari mereka beranggapan bahwa

pernikahan merupakan urusan yang sangat mudah.

Sedangkan pengertian dari perkawinan menurut Undang-Undang No
1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

3 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah,( Semarang: CV. Penerbit JART), 406.
4 Gatot Supramono, Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah, (Jakarta: Djambatan, 1998), 7.



tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Jika kita melihat pengertian perkawinan itu
sendiri menurut Hukum Islam maupun Hukum positif adalah bahwa
perkawinan adalah terikatnya antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan
(Akad) dimana tujuan perkawinan tersebut menjadikan kedua belah pihak

menjadi tentram, penuh rahmat yang diridhoi Allah SWT.

Tentunya dalam bernegara mempunyai aturan sendiri, terutama
tentang perkawinan, dimana Setiap perkawinan harus dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar mempunyai kedudukan yang kuat
menurut hukum. Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kewenangan yang
jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak
dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo Undang-Undang
Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sampai
sekarang yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang
dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat berlangsung
dengan tindakan atau ucapan perempuan itu sendiri. Sebab, menurut hukum
Islam perwalian merupakan salah satu syarat dan rukun yang harus

terpenuhi demi keabsahan akad nikah.

Semakin majunya zaman proses perkawinan sudah tidak menjadi hal
yang sakral, karena banyak perkawinan yang didahului oleh kejadian hamil

diluar nikah, yaitu sebelum menjadi suami istri yang sah dari pihak

5 Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.



perempuan lebih dulu hamil. Sehingga proses perkawinan dalam hal ini
hanya sebagai acara seremonial untuk mengesahkan status perempuan dan

calon anak.

Terkait peristiwa wanita yang telah hamil diluar nikah terhadap siapa
yang akan menikahinya kebanyakan para Ulama membolehkan menikahkan
wanita yang hamil dengan pria yang menghamilinya, pendapat Ulama
mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali) berpendapat bahwa
perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan
ketentuan, bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia
mengawininya. Pendapat yang sama dari Ibnu Hazm (Zhahiriyah)
berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan boleh pula
bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman

dera (cambuk), karena keduanya telah berzinah.

Dimana kasus yang terjadi di Kelurahan Krembangan Selatan Kota
Surabaya bahwa pihak perempuan telah dulu hamil di luar pernikahan. Pada
mulanya orang tua dari pihak perempuan setuju, akan tetapi, setelah
perempuan hamil pihak pria menghilang, setelah beberapa hari pihak pria

bermaksud menikah akan tetapi ditolak oleh wali pihak perempuan.

Kejadian tersebut adalah kejadian yang jarang terjadi dikarenakan,
kebiasaan dalam masyarakat bahwa pria yang harus menikahi adalah yang
telah menghamili. Penolakan ini menimbulkan problematika karena

menyangkut nasab dan hak perdata anak dengan ayah biologisnya. Jika di



tinjau dari hukum islam dimana penolakan ini membawa dampak yang
signifikan, sehingga penulis tertarik untuk meniliti kasus tersebut dalm

prefektif Hukum Islam.

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di
identifikasikan sebagai berikut:
1. Alasan penolakan pinangan.
2. Deskripsi penolakan pinangan.
3. Tinjauan Hukum Islam atas kasus penolakan pinangan.
4. Hak perdata anak dari hasil hamil diluar nikah.
5. Status akad dari perkawinan yang didahului dengan kehamilan.
6. Kewenangan wali dalam penolakan peminangan hamil diluar nikah.
7. Pengertian dan Hukum dari kawin hamil.
Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi
masalah yang akan dikaji sebagai berikut:
1. Bagaimana deskripsi penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki
yang menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota

Surabaya?



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam atas kasus penolakan orang tua
terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya di Kelurahan

Krembangan Selatan Kota Surabaya?

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti
bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana deskripsi penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang
menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan Kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam atas kasus penolakan orang tua terhadap
pinangan laki-laki yang menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan

Selatan Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga
terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan
atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.®
Penelitian pertama yang ditulis oleh Aslikhan pada tahun 2014 dengan

judul analisis yuridis terhadap putusan no :2355/PDT.G/2011/PA.SDA

® Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Perunjuk Teknis
Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.



tentang izin poligami karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama
Sidoarjo. Hasil penelitian bahwa Dalam memutuskan perkara izin poligami,
Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974, karena Majelis Hakim menyatakan bahwa, aturan tersebut
tidak ada dalil nas, baik dalam al-Qur’an, hadist, ijma’, dan giyas. Jadi aturan
ini dibuat berdasarkan kemaslahatan, atau dapat dikatakan sebagai hasil dari
penetapan Hukum Islam dengan menggunakan dalil maslahah mursalah. Dan
penerapannya tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariat Islam, yaitu
untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pertimbangan dan dasar Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim
di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara izin poligami berdasarkan
putusan No. 2355/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah pertimbangan dan dasar Hukum
yang sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan pasal 55 ayat 2, pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan lain dalam
memutuskan perkara izin poligami tersebut, karena calon istri kedua sudah
hamil 9 bulan dan Majelis Hakim bermaksud ingin memberikan perlingungan
kepada bayi, yang telah dikandung oleh calon istri kedua tersebut. Akan tetapi
penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut, karena Majelis Hakim tidak
menggunakan persyaratan dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
No.1 Tahun 1974, meskipun peraturan ini dibuat dengan maslahah mursalah,
seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut

dalam memutus perkara izin poligami tersebut. Karena, ketika Majelis Hakim



tidak menggunakannya, maka pasal ini tidak bisa dikatakan sebagai hasil dari
penetapan Hukum dengan dalil maslahah mursalah.”

Penelitian kedua ditulis oleh Abdulloh yazid ruhan lutfi pada tahun
2009 dengan judul status Hukum akad nikah akibat zina dalam kompilasi
Hukum Islam (perspektif abu hanifah dan asy-syafi’i). kesimpulan bahwa
pemikiran Asy-Syafi'i lebih dominan mempengaruhi ketentuan hukum yang
dibentuk oleh KHI, sehingga penafsiran ayat dalam Pasal 53 KHI yang
mengatur tentang nikah zina lebih tepat bila menggunakan mathum
muhalafah seperti yang digagas oleh Asy-Syafi'i, oleh karena itu KHI
membolehkan nikah zina dilakukan oleh orang lain yang tidak menjadi lawan
berzinanya.

Oleh sebab akad nikahnya sah serta wanita zina dihukumi sebagai
wanita sendiri sehingga dapat dinikahi oleh siapapun serta suami boleh
menyetubuhi istrinya setelah akad nikah dilakukan. Meskipun pengertian itu
diperoleh dari makna implisit yang muncul oleh karena tidak adanya aturan
yang tegas dalam Pasal 53 KHI yang menyangkut masalah ini. Selain itu,
karakter hukum Asy-Syafi'i yang dinamis, yang memungkinkan adanya
perubahan ketetapan hukum sesuai urf yang berlaku di masyarakat dengan

mempertimbangkan Magqasid asy-Syari'ah dalam hal ini berkaitan dengan

7 Aslikhan, “Analisis Yuridis terhadap Putusan No :2355/PDT.G/2011/PA.SDA tentang izin
poligami karena hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo” (Skripsi--Uin Sunan Ampel,
Surabaya, 2014).
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penjagaan terhadap keturunan (Hifzu al-Nasl), memberi pengertian bahwa
KHI (Pasal 53) masih terbuka untuk perubahan.®

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Andriyani pada tahun 2011 dengan
judul Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di
KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah putus wali, wali mafqud atau
wali ghoib, anak luar kawin, dan wali ’adhal atau enggan namun setelah
dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan adalah
faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui
wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi
pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman
kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan
mas kawin dan penyerahan akta nikah.

Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui
wali hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah
masing-masing, kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati
secara disiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan
pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan

perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak

8 Abdulloh Yazid Ruhan Lutfi, " Status Hukum Akad Nikah Akibat Zina dalam Kompilasi Hukum
Islam (perspektif Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i)”, (Skripsi--Uin Sunan Kalijogo, Jogja, 2019).
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perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya dalam hal ini

diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.’

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah
bahwa penelitian sebelumnya membahas tentang sah atau tidaknya akad
perkawinan dari perkawinan yang hamil diluar nikah, sedangkan penelitian ini
adalah meneliti tentang dampak dan bagaimana menentukan hukum dari

penolakan pinangan dari laki-laki yang menghamili pihak perempuan.

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka
tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana presfektif penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki
yang menghamili anaknya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dalam penolakan orang tua

terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya.

F. Kegunaan Penelitian
Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik

bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun

® Andriyani, “ Pelaksanaan Perkawinan melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Lubuk Kilangan Kota Padang”, (Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2011).
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secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan ini dapat di

tinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan
informasi dalam penemuan hukum.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan
terkait dasar Hukum Islam dan dampak dari penolakan pinangan dari laki-

laki yang menghamili.

G. Definisi Operasional
Menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep
variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji,
atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi
operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang di pandang masih

belum operasional dan bukan kata perkata, antara lain :

Hukum Islam : Tata aturan yang digali para ulama dari sumber
ajaran agama Islam yaitu Al-Qur’an dan Al-
Hadits, untuk membimbing dan mengarahkan
kehidupan umat Islam agar sesuai dengan
tuntutan dan tuntutan Islam. Yang saya maksud
hukum Islam yakni Al-Qur’an, Al-Hadits, KHI,

dan juga Kaidah Fighiyah.



13

Penolakan Pinangan : Suatu peristiwa dalam adat jawa yang bertujuan
untuk meminta izin dari pihak laki-laki kepada
orang tua dari pihak perempuan untuk menikahi

anaknya.

H. Metode Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai
berikut:
1. Data Yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data
yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:
a. Data kronologi peristiwa penolakan pinangan dari laki-laki yang
menghamilinya.
2. Sumber Data
Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data
sebagai berikut:
a. Sumber Primer, Adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari
para pihak yang bersangkutan seperti orang tua dan dari pihak

perempuanyang dilakukan melalui wawancara, dan alat lainnya.'?

10 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teoridan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),
87.
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b. Sumber Skunder, yaitu Sumber yang telah dikumpulkan pihak lain.!!
Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-
buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang
berhubungan dengan syarat dan rukun perkawinan, wali, dan
penolakan perkawinan.

3. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya
adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Interview (wawancara), metode wawancara atau interview yaitu
metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan
berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek
penelitian.'”Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan
Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan
berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti
lakukan, yaitu dengan:

1) Wali Nikah dari pihak perempuan.
2) Pihak perempuan.

b. Dokumentasi

' Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT.

Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

12 Lexy J.Moceloeng, Metode Penelitian KualitatitCet I, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2000),
135.
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Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis,

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan
sebagainya.'®> Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah
diperoleh penelitian bagaimana Hukum Islam terhadap penolakan

orang tua terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya.

4. Teknik Pengelolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-

sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapansebagaiberikut:

a.

Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya,
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.!#
Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-
data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai
sumber-sumber studi dokumentasi.

Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber
dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta
mengelompokan data yang diperoleh.!>Dengan teknik ini
diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran terkait Hukum

Islam atas penolakan pinangan dari laki-laki yang menghamilinya.

13 ArikuntoSuharsimi, Prosedur Penelitian, (Jakarta: RinekaCipta, 2006), 158.
14 Chalid Narbukodan Abu Achmadi, MetodologiPenelitian, (Jakarta: BumiAksara, 1997), 153.

3 [bid., 154.
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c.  Analyzing, yaitu dengan memberikanan alisis lanjutan terhadap
hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-
sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil

lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.'®

5. Teknik Analisis Data
Data yang terkumpul yang didapat dari data primer dan sekunder
akan di analisis dengan metode deduktif dimana hukum islam yang

sudah ada akan ditarik penerapannya dalm sebuah kasus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu
pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu:
latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

16 Ibid., 195.
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Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan
teori yang akan dipakai untuk menganalisis atas kasus penolakan orang tua
terhadap pinangan laki-laki yang menghamili anaknya.

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti; data
demografi di Kelurahan Krembangan Selatan dan pendapat atau hasil
wawancara terhadap faktor penolakan wali nikah.

Selanjutnya bab empat analisis data, peneliti akan membahas tentang
kronologi deskripsi penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki yang
menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan dan Tinjauan
Hukum Islam atas kasus penolakan orang tua terhadap pinangan laki-laki

yang menghamili anaknya di Kelurahan Krembangan Selatan.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan
skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya

memberikan saran.



BABII

KONSEP PINANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pinangan, Syarat, dan Akibat Hukumnya.
1. Pengertian Pinangan.
Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja).
Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut
“khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara
lain) “ meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang
lain)”.!

Pinangan merupakan langkah pendahuluan menuju kearah
penjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.> Islam
mensyariatkan, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengen
al dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami, dengan melakukan
khitbah (pinangan) akan mengnal empat krikteria calon istrinya, seperti
diisyaratkan sabda Rasulullah SAW:

s el o5 S50 6505 00 oo 020 o5 20 40 G 30 T 05
/ B3 255 0 oy B8 s W sy

Artinya: Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: “Wanita
dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya,
dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan
memelihara tanganmu:. (Muttafaq ‘alaih)?

! Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 556.
2 Sayyid Sabiq, Figih Al-Sunnah 2, (Jakarta: Al-I’Tishom, 2010), 162
3 Al-san any. Subul al-salam, juz 3, jilid 2, (Kairo: Dar ihya’ al-turas al Islamy, 1379/1960), 111.

18
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Pengertian meminang juga dijelaskan pada Pasal 1 huruf a
Kompilasi Hukum Islam ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya
hubungan penjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.*
Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak
mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh prantara yang
dapat dipercaya (pasal 11 KHI).

Peminanga juga dapat dilakukan secara terang-terangan (sarih)
atau denga sindiran (kinayah). Seperti diisyaratkan dalam Q.S Al
Baqarah, 2: 235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang

wanita yang ditinggal mati suaminya.

SRt ‘)"’;*-’Yﬁtbjﬂyﬁ-"ﬁj"i ‘Vlﬂ Yuﬁj
ale < 832 6 2T 3 2l W\jzi‘d}\ L CL:s
VERV

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-
nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan ( kepada
mereka) perkataan yang ma’ruf.

Dalam bahas Al-Qur’an, peminangan disebut khitbah, seperti pada
ayat di atas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak
wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat, menunjukan bahwa
peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Ini

sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan meminang

4 Kompilasi Hukum islam di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), 20
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hukumnya wajib.> Betapapun meminang adalah tindakan menuju

kebaikan.®

Syarat Peminangan dan Halangannya.

Mengenai syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari
pembicaraan tentang halangnya. Karena itu disini membicarakan dalam
satu subab pokok bahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas.’

Pasal 12 KHI menjelaskan, pada prinsipnya, peminangan dapat
dilakukan terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Ini dapat
dipahami sebagai syarat peminangan. Selain itu syarat-syarat lainnya,
wanita yang dipinang tidak dapat halangan seperti berikut, KHI pasal 12
ayat (2), (3), dan (4).

2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah
raja’iah, haram dan dilarang untuk dipinang;

3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria
lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada
penolakan dari pihak wanita.

4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya persyaratan tentang

putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.®

Dapat diambil kesimpulan , bahwa syarat peminangan terletak

pada wanita, yaitu:

1. Wanita yang dipinang tidak istri orang

2. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain

Nabi Muhammad SAW menegaskan:

5 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), 2.

¢ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 64.
7 Ibid., 64.

8 Kompilasi Hukum islam di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), 20.
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Artinya: Janganlah seorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang
saudaranya, hingga peminangan sebelumnya meninggalkannya atau telah
mengizinkannya (muttafaq ‘alaih).

Al- Bagarah, 2:228
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Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)
tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti
itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita
mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang

ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Bagqarah, 2: 235
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Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu
dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-
nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin
dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan ( kepada
mereka) perkataan yang ma’ruf.

3. Wanita dalam masa iddah bain sugra oleh bekas suaminya.
4. Wanita dalam masa idah bain kubra boleh dipinang bekas suaminya,

setelah dikawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.
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Dari uraian diatas dapat diambil pemahaman, bahwa wanita yang
statusnya kembalikan dari yang dijelaskan tersebut diatas, maka terhalang

untuk dipinang.

3. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan
dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu wanita yang akan
dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu
diteruskan atau sebaliknya (dibatalkan).

Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para
fugaha berbeda pendapat. Imam malik hanya membolehkan pada bagian
muka dan dua telapak tangan. Fugaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-
Zhahiriy) membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan.
Sementara fugaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali.
Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki,
muka dan dua telapak tangan®

4. Akibat Hukum Peminangan

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang
laki-laki terhadap seorang wanita, belumm berakibat hukum. Kompilasi
Hukum Islam menegaskan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 yaitu:

1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas
memutuskan hubungan peminangan.
2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata

cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat,
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2013), 75
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Pada dasarnya peminangan prinsipnya belum berakibat hukum,
maka antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk
berkhalwat (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melansungkan
akad perkawinan. Adapun anggapan dikalangan sebagaian masyarakat
seakan-akan apabila merela menjadi suami isteri boleh karena itu hal ini
patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena
longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah

bertunangan, akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari.

B. Pengertian Perkawinan, Syarat dan Rukunnya.
1. Pengertian Perkawinan.

Pengertian secara bahasa berasal dari kata nikah (z=Su -zS3) yang
berarti berkumpul atau bergabung. Dalam kata lain, pernikahan kerap
disebut juga dengan perkawinan. Perkawinan menurut bahasa bermula
dari kata kawin, ialah berkumpul dan bercampur.'® Menurut istilah syarat
(hukum Islam), adalah suatau akad (ijab dan qabul) yang menghalalkan
persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata
yang menunjukan nikah, menurut syari’at yang ditentukan oleh islam.
Dalam Al-Qur’an, kata yang dipakai dalam istilah perkawinan adalah

zawaj bermakna pasangan. Dalam penggunaan, kata zawaj dimaksudkan

10 Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi
kedua, 456.
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kepada perkawinan, sehingga Allah SWT menjadikan manusia berpasang-
pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.!!

Secara testimologi, menurut imam syafi’i, nikah (kawin), yaitu
akad yang dengannnya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan
wanita.'? Arti kawin terdapat dalam Al-Qur’an Seperti Surat An Nisa’

Ayat 3:
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Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.

Adapun Asbab Al Nuzul dari Ayat di atas yaitu:

Asbab al Nuzul ayat ini diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim,
Nasa’l, Baihaqiy dab lainnya dari urwah bin Zubair, sesungguhnya Urwah
bertanya kepada bibinya, Aisyah, tentang surat al Nisa’ ayat 3 ini, maka
Aisyah menjawab hai anak saudara perempuanku yang dimaksud dengan
perempuan yatim dalam ayat ini adalah anak yatim yang berada dalam
pengasuhan walinya yang bersekutu dalam hartanya, harta dan kecantikan
perempuan yatim itu menggiurkan walinya, maka walinya bermaksud
menikahinya dengan tanpa memberikan mahar yang adil kepada

perempuan yatim itu, maka mereka dilarang untuk mengawini anak yatim

"' Tamani, sohari, Figih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press,
2014), 7.
12 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, cet 1, 1996) 1.
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dalam pengasuhannya kecuali jika berbuat adil dalam memberikan mahar
kepada perempuan yatim, maka mereka diperintahkan untuk mengawini

perempuan-perempuan lain yang mereka sukai dua, tiga, atau empat.'3

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan
lahir batin seorang pria dengan seorang wnita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan menurut
hukum islam adalah pernikaham yaitu akad yang sangat kuat atau
mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.

Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih
sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan

wanita. Allah berfirman dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

Oy« fazgs 5550 2K gass ) 158 gl R8T 2 280 Gl OF T 23
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

13 Wahbah, Tafsir al Munir, Juz. 4, 232.
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Selain itu keutamaaan pernikahan dikuatkan oleh hadits
Rasulullah SAW bahwa barang siapa tidak senang dengan sunnah
pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan Rasulullah SAW
sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada seorang yang bertekad

membujang berikutnya:

v o, B o< PRI
Cs:'fgr“l"a il o SIS g

Artinya: Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah
memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, bersabda,”Saya ini salat, tidur,
berpuasa, berbuka, dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci
sunnahku maka ia tidak tergolong dari padaku.(mutafaqun alaihi)

Dalam ayat diatas terdapat Munasabah Ayat yaitu:

Ayat sebelumnya menjelaskan tetang kehjadian manusia hingga
mencapai tahap basyariyat (makhluk yang memiliki potensi mengetahui
atau berpengetahuan) yang mengantarnya berkembang biak sehingga
menjadikan mereka bersama keturunannya memakmurkan bumi ini.
Sedangkan ayat ini berbicara tentang perkembangbiakan manusia yang

merupakan bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut.'*

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: perkawinan merupakan
salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik
pada manusia, hewan maupun tumbu-tumbuhan. Perkawinan merupakan
cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak,

berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing

14 Muflikhatul Khoiroh, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, ( Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2014),

19.
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pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan

tujuan perkawinan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia,
Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat, sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempan diatur secara terhormat dan berdasarkan
rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya
rasa ridha-meridhain dan dengan dihadiri dengan para saksi yang
menyasikannya bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling

terikat.!®

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fukaha
mengartikan nikah dengan: akad nikah yang diterapkan oleh syara’ bahwa
seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang senang dengan

kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.'®
Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan
takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki

atauperempuan dalam perkawinan.

15> Sayyid Sabiq, Figih Al-Sunnah 2, (Jakarta: Al-I’Tishom, 2010), 151.
16 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) cet. Ke-1,

24.
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Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:!”

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap
sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaanya akad nikah akan sah apabila
dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

d. Sighat akad nikah, yaitu ijab gabul yang diucapkan oleh wali atau

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.
Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:
Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

a. Wali dari pihak perempuan
b. Mahar (maskawin)

c. Calon pengantin laki-laki
d. Calon pengantin prempuan

e. Sighat akad nikah
Imam syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

a. Calon pengantin laki-laki,
b. Calon pengantin prempuan,
c. Wali,

d. Dua orang saksi,

17 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cet. Ke-1, Juz 1, 9.
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e. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab gabul saja
(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon
pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah

itu ada 4, yaitu:

o

Sighat (ijab dan gabul),

b. Calon pengantin perempuan,

o

Calon pengantin laki-laki,

o,

. Wali dari pihak calon penganti prempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah ada 4, karena calon
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung menjadi satu

rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan ada :

®

Dua orang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-
laki dan prempuan,

b. Adanya wali,

c. Adanya dua orang saksi.

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.
3. Syarat Perkawinan

Melihat faktor dari persyaratan perkawinan bahwa orang-orang
yang telah kawin atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian

syarat dan kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih
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tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum kawin. Pada dasarnya
tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan
perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah
mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.!8
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu
perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah
dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:'’
1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin
menjadikan istri.
2. Akad nikah dihadiri oleh saksi.
Adapun dalam lebih jelasnya terdapat syarat mutlak yang harus
dipatuhi oleh pihak laki-laki dan perempuan, adapun syarat tersebut
adalah:
a. Syarat mempelai laki-laki yaitu:
1) Bukan mahram dari calon istri,
2) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri,
3) Orangnya tertentu/jelas orangnya,
4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

b. Syarat mempelai wanita, yaitu:

18 Nazwar Syamsu, A/-Qur’an tentang Manusia dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983), 160.

19 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), 49.
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1) Tidak ada halangan hukum:
2) Tidak bersuami

3) Bukan mahram

4) Tidak sedang dalam iddah.

5) Merdeka atas kemauannya sendiri.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu
tunggu itu adalah sebagai berikut:

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu
ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi
yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara
janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin
tidak ada waktu tunggu.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi

Hukum Islam , syarat calon suami dan istri sebagai berikut:>°

20 Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam
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a. Hanya kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh
dilakukan calon mempelai yang talah mencapai umur yang ditetapkan
dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami
sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurag-kurangnya
berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21
tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2),
(3), (4), dan (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk
persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata
dengan tulisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalm arti selama
tidak ada penolakan yang tegas.

c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatatan nikah
menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi
nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang
mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon
memepelai menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat
dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat di mengerti

d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan

tidak terdapat halangan perkawinan sebagai diatur dalam Bab VI.

Adapun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, persyaratan calon mempelai, yaitu:?!

21 Pasa 6 s/d 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
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Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua dalam hal salah seorang
dari kedua orangtua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup
diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu
menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang
memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan
dapat menyatakan kehendaknya.

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan
terhadap ayai (1) pasal ini dapat meminta dispensansi kepada Pengadilan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun
pihak wanita.

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke
atas;

2) Berhubungan darah dalaam garis keturunan menyamping, yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

3) Berhubungan semenda, yaitu mertu, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak

tiri;
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4) Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anaksusuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang

berlaku, dilarang kawin.

C. Pengertian,Syarat, dan Kedudukan Wali
1. Pengertian Wali
Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang
berhubungan dengan wali”. Sedangkan wali adalah orang yang diberi
kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi®*kepentingan anak
yang tidak memiliki kedua orang tua. Atau karena kedua orang tuanya
tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan wali sendiri mempunyai
banyak arti, antara lain:
a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban
mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang
melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
c. Orang saleh (suci), penyebar agama.

d. Kepala pemerintah dsb.

22 Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.
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2. Syarat wali

Adapun syarat mengenai wali para ulama mazhab sepakat bahwa
wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali,

dipersyaratkan sebagai berikut:

a. Laki-laki
b. Baligh
c. Berakal

d. Tidak dipaksa
e. Adil

f. Tidak sedang ihram haji
Persyaratan wali menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Seseorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni

muslim, akil, dan baligh.??
3. Kedudukan Wali

Keberadaa seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti
dan tidak akad perkawinanan yang tidak dilakukan oleh wali.Wali itu
ditempatkan sebagai rukun dalam perwalian dalam sepakatan ulama. Ada

beberapa ayat al qur-an yang mengisyaratkan adanya wali, diantaranya.

QS. Al Baqarah ayat 232

2 Kompilasi Hukum Islam pasal 20
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Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin
lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara
mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-
orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu
lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak

mengetahui
Penjelasan

Wahai orang-rang beriman kepada Allah dan percaya kepasaa
RasulNya, jika kaian menjatuhkan talak kepada isteri-isteri kalian hingga
habis iddahnya dan bekas suami mereka atau orang lain hendaknya
megawini mereka dan mereka juga mengkhendaki demikian, maka
janganlah kalian (wali-wali mereka) mencegah mereka melakukan
perkawinan jika keduanya sudah suka sama suka. Yang dimaksud dengan
suka sama suka ialah jika diakui oleh syariat dan adat. Yaitu tidak ada di
dalamnya sesuatu yang diharamkan atau yang tidak mengandung
kebaikan dan dapat menodai mereka (kaum wanita) sehingga kaum

kerabat mereka pun ikut ternoda karenanya.?*

24 Anshori Umar Sitanggal, Taf$ir Al-Maragi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1987), 312.
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QS. Al Baqgarah ayat 221
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Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik
dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik
dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Asbab Al Nuzul

Al Wahidiy meriwayatkan dari Mugqatil bin hayyan, bahwa ayat
ini turun berkenaan dengan Abi Marthad Al Ghanawiy. Suatu ketika ia
meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menikahi Anaq
seorang perempuan Mushrik Quraish yang berparas cantik jelita, dan Abu
Martha adalah seorang muslim, maka Marthad berkata kepada Nabi:
Wahai Nabi Allah, sesungguhnya perempuan itu menarik hatiku, maka

turunlah ayat ini.?>

QS. An Nur ayat 32
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% Muflikhatul Khoiroh, 7afsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1, ( Surabaya: Uin Sunan Ampel,
2014), 181.
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Munasabah Ayat

Ayat sebelumnya memerintahkan untuk menjaga kesucian diri
dan jiwa kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan, serta
memelihara pandangan , kemaluan dan menutup aurat, agar terhindar
dari perbuatab zina yang mengakibatkan ketidak jelasan nasab atau
keturunan, maka dalam ayat ini Allah menjelaskan jalan terbaik yang
dihalalkan, yaitu pernikahan. Dengan pernikahan, maka berarti menjaga
kemurnian keturunan (nasab), memelihara kelestarian jenis manusia,
ikatan keluarga, pelestarian kasih saying, dan memenuhi kewajiban

pendidikan terhadap anak-anak atau keluarga.?¢
4. Jenis-Jenis Wali
Adapun jenis-jenis wali nikah dalam Hukum Islam yaitu:?’

a. Wali Mujbir
Menurut bahasa, mujbir adalah orang yang memaksa. Dalam
kata lain wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak sepenuhnya
untuk menikahkan orang yang diwalikan tanpa harus meminta izin

dan meminta pendapat dulu dari mereka. Menurut para ulama, harus

% Jbid., 14.
27 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), 169.
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ada syarat agar diperbolehkan untuk menikahkan seorang anak
perempuan tanpa harus meminta izin langsung, yaitu:
1) Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak.
2) Orang yang dikawinkan harus setara.
3) Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
4) Tidak menikahkan dengan orang yang tidak mampu untuk
membayar mahar.
5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang bisa mengecewakan si
anak nanti.
Wali aqrab
Wali terdekat yang telah memenuhi syarat yang layak dan
berhak menjadi wali.
Wali Nasab
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon
mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai
berikut:

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria
murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada
penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke
atas.

2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni

yaitu: saudara kandung, anaak dari saudara seayah, anak dari
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saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke

bawah.

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu:
saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak
saudara kandung dari ayah, dan setrusnya ke bawah.

d. Wali Hakim

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada/tidak mungkin menghadirkannya/tidak diketahui tempat
tinggalnya/gaib/adhal/enggan.

Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama
tentang wali tersebut.

e. Wali Adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan
yang berada di bawah perwaliannya. Apabila seorang menolak untuk
menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan
itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta
hakim untuk menikahkannya.

Dalam hal yang seperti ini, masalah perkawinan tidak
berpindah kepada wali lainnya sesuai dengan urutannya, tetapi
haknya pindah pada wali hakim, karena adhal merupakan merupakan
tindakan aniaya. Tapi jika penolakannya dikarenakan kepada

pertimbangan yang masuk akal, seperti maharnya kurang dari mahar
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misil atau tidak sekufu, maka perwaliannya masih berada di tangan
wali nasab, dan tidak berpindah tangan pada wali hakim.

f. Wali Muhakam

Adapun yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang
diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali
dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu
pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di
sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahanya dilaksanakan oleh
wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut
harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah
dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak adanya wali
hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah

terjadinya peristiwa nikah tersebut.?

D. Larangan Perkawinan

Hukum Islam mengatur bahwa mempelai laki-laki dan
perempuan yang hendak menikah memiliki hubungan yang termasuk

kategori larangan kawin, larangan kawin ini tertuang dalam Al-Qur’an

28 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), 11
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yang kemudian dalam KHI pasal 39 sampai dengan pasal 44 tentang

larangan kawin. ?°

Di dalam Hukum Islam mengenal istilah orang tidak boleh
dinikahi disebut sebagai mahram atau muhrim. Mahram umum
disebabkan pertalian nasab, kerabat semenda, dan persusuan. Secara
garis besar, larangan perkawinan dibagi dua dalam Hukum Syara’
yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan-
halangan abadi ada yang telah disepakato dan ada pula yang masih

diperselisihkan, adapun yang telah disepakati ada 3, yaitu:*°

1. Nasab,

2. Pembesanan (karena pertalian semenda), dan
3. Sesusuan.

4. Sedangkan yang diperselisihkan ada 3, yaitu:
5. Zina, dan

6. Li’an.
Adapun halangan-halangan sementara ada 9, yaitu:

1. Halangan bilangan,
2. Halangan mengumpulkan,
3. Halangan kehambaan,

4. Halangan kafir,

2 D. Y. Witanto, Hukum Keluarga:Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya
Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, cet. 1, 2012),
23.

30 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munakahat, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), 103.
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Halangan sakit,
Halangan ‘iddah (masih diperselisihkan segi kesementaraannya),
Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan

Halangan peristrian.

Adapun mengenai macam-macam larangan perkawinan meliputi:

1.

Larangan Kawin Karena Pertalian Nasab
Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah

dalam surat An-Nisa 4: 23:

9 g 180y ¥y (¥l s R K e
L@J\g B G (.fv\?sj M &w\ ;&:Lg;b 28 S
puuﬁrgagw\v&wdgf&@&wvﬁu” e
;&;u\ u.:..U\ {Svu 2sSlsg v&kc\;;mu@(@; 155 oS5

L) 5)—29 OKZJJ\ ulai,c.l.& .,\BLZYLU;».‘}}\&;; b

z‘“ \m

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-
anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,
saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
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Asbab Al Nuzul dari ayat di atas terdapat pada ayat sebelumnya

Al Nisa’ ayat 22 yaitu:

Ayat ini turun berkaitan dengan kasus Hisn bin Abi Qais
yang menikahi mantan istri ayahnya. Kubaishan bin Ma’an; kasus
al Aswad bin Khalaf; Sofwaan bin Umaiyah bin Khalaf yang
menikahi mantan isteri ayahnya, Fakhith bin al Aswad bin al
Matalib; dan Mansur bin Mazin yang juga menikahi mantan isteri

ayahnya. Mulaikah binti Kharijah.

Ash’ath bin Siwar berkata: Abu Qais dari kalangan sabahat
Ansar yang saleh meninggal dunia. Kemudian anaknya Qais
melamar isteri Abu Qais (ibu tiri), maka perempuan itu (ibu tiri)
berkata: Saya menganggap engkau sebagai anakku, tetapi aku
akan menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta pendapatnya,
lantas ia datang ia datang kepada Nabi SAW dan menerangkan

kasusnya. Maka turun ayat 22 dari Surat al Nisa’ ini.3!

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram

dinikah untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

1. Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan
darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek

(baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)

31 Muflikhatul Khoiroh, TafSir Ayat-Ayat Hukum Keluarga I, (Surabaya: Uin Sunan Ampel,

2014), 27.
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2. Anak prempuan: yang dimaksud ialah wanita yang
mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah,
yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-
laki maupun anak prempuan dan seterusnya.

3. Saudara prempuan, baik seayah ibu, seayah saja, atau seibu
saja.

4. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara
sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.

5. Keponakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-

laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

E. Perkawinan Dalam Keadaan Hamil
Pengertian wanita hamil (at-tazawuz bi al-hamil) yaitu perkawinan
seorang pria dengan seorang yang sedang hamil; yaitu dihamili dahulu baru
dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan
menghamilinya.
Adapun hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para
ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:
1. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang
yang telah bebuat zina, maka ia berkata: boleh mengawinkannya, asalkan

keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya.
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2. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)

berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur
sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya
dan kemudian baru ia mengawininya.

Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah)
dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah
bertaubat dan menjalani hukum dera (cambuk), karena keduanya teah

berzina.

Adapun hukum perkawinan seorang laki-laki dengan prempuan yang

hamil oleh orang lain, maka ulama berpendapat sebagai berikut:

1.

Menurut Abu Yusuf, keduanya tidak boleh dik awinkan karena bila
dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.

Imam Muhammad bin Al-Hassan Al-Syaibani mengatakan bahwa
perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang
dikandungnya belum lahir.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, perkawinan seorang laki-
laki dengan wanita yang telah dihamil oleh orang lain adalah sah, karena
tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain. Dan boleh pula
menggaulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang
dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut bukan

keturunan orang yang mengawini ibunya.
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Dengan demikian, status anak itu adalah sebagai anak zina, bila

pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.

Namun bila pria yang mengawini ibunya itu, pria yang

menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia
kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan,
maka bayi tersebut adalah anak suaminya yang sah.

2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak di luar
nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah

anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Adapun hukum perkawinan dalam keadaan hamil dalam KHI

diatur dalam pasal 53, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sedangkan hukum perkawinan dalam keadaan hamil dalam Al

Qur’an dan Haitds sebagai berikut:

An Nur 24: 3
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Artinya: Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan kepada prempuan
yang berzina atau prempuan musrik, dan prempuan yang berzina tidak

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan
yang demikian itu diharaamkan atau orang-orang yang beriman.

Pengertian Secara Ijmal

Mujahid dan Atha mengatakan: Beberapa orang muhajirin
berdatangan ke madina. Diantara mereka terdapat orang-orang fakir yang
tidak mempunyai harta, tidak pula mempunyai keluarga. Sementara itu, di
Madina banyak terdapat perempuan lacur yang menyewakan tubuhnya,
padahal ketika itu mereka adalah penduduk Madinah yang paling subur
kehidupannya. Dipintu masing-masing perempuan lacur itu terdapat tanda
yang memperkenalkan dan memberitahukan siapa dirinya. Tidak ada yang
memassuki rumah mereka selain laki-laki pezinah atau laki-laki musyrik,
maka beberapa lelaki muslim yang fakir berkeinginan untuk mendapatkan
kesenangan pada perempuan lacur itu. Mereka berkata, “Kita akan
mengawini mereka hingga Allah membuat kita tidak butuh lagi dengan
mereka.” Untuk itu mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW, maka

turunlah ayat ini.
Penjelasan
o QB‘JL /}/a:‘gi;igj\’iffm sz‘gﬂlc{u/ “Y&Jj\

Sesungguhnya orang yang fasik dan durhaka, yang kebiasaannya

ialah melakukan perbuatan zina dan kefasikan, tidak mempunyai
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keinginan untuk mengawini wanita-wanita yang saleh, tetapi hanya
menginginkan perempuan fasik dan kotor atau perempuan musyrik,

begitu pula perempuan yang fasik dan kotor atau perempuan musyrik.

Begitu pula perempuan yang fasik dan tidak menjaga
kehormatannya, tidak akan dikawini oleh laki-laki yang saleh, malah
merekan akan lari darinya. Perempuan fasik hanyalah diingini oleh laki-
laki fasik yang sejeni dengannya. Sungguh tepat perumpamaan yang
mengatakan, “burung-burung hanya akan hinggap di tengah-tengah

kumpulan sejenisnya.32

Tidak diragukan, ini hanya merupakan hukum kebanyakan dan
sangat umum, tidak ubahnya seperti perkataan “ Tidak akan melakukakan
kebaikan sealin orang yang bertakwa”, padahhal kenyataannya bukan
orang yang bertakwa pun kadang melakukan kebaikan. Demikian halnya
dengan laki-laki yang berzina, kadang mengawini wanita mukmin yang

selalu mensucikan diri.
el e Al a4
Sesungguhnya, laki-laki mukmin yang saleh diharamkan
mengawini perempuan lacur, menaruh keinginan terhadapnya dan
menempuh jalan orang orang fasik yag terkenal selalu melakukan zina.

Sebab, dengan demikian dia akan meyerupai orang-orang fasik dan

mendatangi tempat-tempat kefasikan, disamping kedurhakaan yang bisa

32 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, terjemahan tafsir Al-Maraghi 18 (semarang: Toha putra, 2004),

124.
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membuat orang banyak berkata buruk dan mengumpat tentang dia.
Seringkali pergaulan dengan orang-orang fasik menyeret seseorang

melakukan perbuatan dosa.

Hadits nabi:

(i S iy o8 s laAl) 08005 516 5203062191 2015 Al 2B O 25

Artinya: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka jangan
ia menyiramkan air (mani)nya ke ‘tanaman’ orang lain. (HR.Tirmidzi).>*

(>j\>@\u~w)ﬁ.~a¢>&a§>yé>‘_}.w-ubj;;<ﬁj ,éﬁ;&&&&;y

Jangan dipergauli perempuan hamil sampai ia melahirkan dan jangan
(pula) yang tidak hamil sampai ia telah haid satu kali. (HR. Dawud).*

3 Ibid., 125.
34 Syekh jalaluddin abdur rohman asy syuythi, jamiush shoghir, (bairut palestin: Dar al-fikr,
1981), 239.
% Syekh jalaluddin abdur rohman asy syuythi, jamiush shoghir, (bairut palestin: Dar al-fikr,
1981), 239.



BAB III

KASUS PENOLAKAN ORANG TUA TERHADAP PINANGAN LAKI-LAKI

YANG MENGHAMILI ANAKNYA

A. Profil Kelurahan Krembangan Selatan

1. Demografi Krembangan selatan.

Jalan Indrapura terbagi menjadi 2 kelurahan diantaranya
Kelurahan Kemayoran dan Kelurahan Krembanagn selatan, adapun kasus
yang di teliti oleh penulis yakni Jalan Indrapura yang termasuk dari
Kelurahan Krembangan Selatan yang berada di Kecamatan Krembangan.

Krembangan Selatan memiliki luas wilayah seluas 845 ha dengan batas-

batas :

Sebelah utara : Kelurahan Krembangan Utara

Sebelah timur : Kelurahan Bongkaran dan Nyamplungan
Sebelah selatan : Kelurahan Alon-Alon Contong

Sebelah barat : Kelurahan Kemayoran!

Krembangan Selatan hanya terdiri dari 66 RT 13 RW jumlah
penduduk 11.727 jiwa atau 3.704 Kepala Keluarga, dengan perincian

sebagai berikut :

! Data profil kelurahan krembangan selatan tahun 2017.
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Tabel 1 : Jumlah Penduduk
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No. JENIS KELAMIN JUMLAH
1 Laki-laki 5.733 Orang
2 Perempuan 5.994 Orang
3 Kepala Keluarga 3.704 KK

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Usia
Kelompok Pendidikan

No. Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa)
1 0-3 1.230
2 4-6 870
3 7-12 1.195
4 13-15 817
5 16-19 931
6 19-keatas 11.724

Kelompok Tenaga Kerja

1 10-14 1.341
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2 15-19 1.533
3 20-26 1.994
4 27-40 4.650
5 41-56 4.409
6 57-keatas 1.964
Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat
Pendidikan Formal
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 | Taman Kanak-kanak 248
2 | Sekolah Dasar 1.279
3 | SMP/SLTP 1.076
4 | SMU/SLTA 1.756
5 | Akademi (D1-D3) 63
6 | Sarjana (S1-S3) 451




Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan
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No Pekerjaan Jumlah (Orang)
1 Pegawai Negeri Sipil 76
2 TNI 29
3 POLRI 26
4 Karyawan Swasta 2.221
5 Pensiunan/Puenawirawan 43
6 Wiraswasta 961
7 Tani/Ternak 2
8 Pelajar/Mahasiswa 1.446
9 Buruh Tani 0
10 Dagang 393
11 Nelayan 10
12 Ibu Rumah Tangga 0
13 Belum Bekerja 848




2. Kondisi Geografis
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a. Ketinggian Tanah dari Permukaan: 3-4 Meter

b. Banyaknya Curah Hujan: 853 mm/Tahun

c. Topografi: [] Rendah [] Menengah [] Tinggi

d. Suhu Udara Rata-Rata: 23-33

3. Orbitasi
a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2 Km
b. Jarak dari pusat pemerintah kota 5 Km
c. Jarak dari pusat pemerintahan propinsi 1 Km
d. Jarak dari ibukota negara 837 Km
4. APARAT KELURAHAN
Jumlah penduduk menurut Kewarganegaraan
a. WNI
1) Laki-Laki 5.733 Orang
2) Perempuan 5.994 Orang

3) Lain-Lain
b. WNA

1) Laki-Laki

2) Perempuan

3) Jumlah

Jumlah Penduduk Menurut Agama

11.733 Orang

6 Orang
9 Orang
15 Orang
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a. Islam : 4.360 Orang
b. Kristen : 2.730 Orang
c. Katholik : 958  Orang
d. Hindu : 32 Orang
e. Budha : 354  Orang
f. Khonghu chu X 28 Orang

B. Deskripsi Penolakan Orangtua Terhadapi Pinangan Laki-Laki Yang
Menghamili Anaknya.

Mengenai alur cerita dari peristiwa penolakan pinangan laki-laki yang
menghamilinya, kasus tersebut terjadi di daerah Keurahan Krembangan
selatan Surabaya, kasusnya adalah bahwa semula hubungan dari Mrs.Y
(nama samara korban perempuan) dan Mr.X (nama samara pelaku laki-laki)
sudah disetujui oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi kepercayaan dan
persetujuan atas kedua orang tuanya disalah artikan dalam arti mereka
melakukan hubungan berpacaran melebihi batas, sampai Mrs.Y mengandung
anak dari Mr.X.

Akan tetapi kehamilan Mrs.Y ditutupi dari kedua orang tuanya Mr.0
(pihak orang tua perempuan), seketika Mrs.Y menemui Mr.X untuk meminta
pertanggung jawaban, akan tetapi bukannya bertanggung jawab malah Mr.X
menyuruh Mrs.Y untuk menggugurkan kandungannya. Mrs.Y tidak setuju

untuk mengikuti kehendak Mr.X untuk menggugurkan kandungannya. Sejak
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kehamilan Mrs.Y sikap dari Mr.X berubah drastis dimana sering membentak,
berkata kotor, bahkan tidak segan-segan untuk menyakiti Mrs.Y .2

Lambat laun kehamilan Mrs.Y semakin membesar dan diketahui oleh
orang tua Mrs.Y pada bulan ketiga kehamilannya, Serentak orang tua si
Mrs.Y mengatakan kepada anaknya untuk mengakhiri hubungannya dengan
si Mr.X. Karena orang tua si Mrs.Y sudah kecewa kepada si Mr.X yang
sudah mengatakan kepada si Mrs.Y untuk menggugurkan kandungannya,
dengan kejadian tersebut orang tua si Mrs.Y marah besar kepada si Mr.X,
bukan malah segera untuk bertanggung jawab untuk menikahi malah dia
lepas dari tanggung jawabnya.

Di kemudian hari si Mr.X menghilang entah kemana tidak tahu
keberadaannya, si Mr.X mengetahui dari cerita si Mrs.Y dia langsung pergi
karena dia mengetahui bahwa dirinya sudah ditolak oleh orang tua Mrs.Y,
akan tetapi beberapa minggu kemudian Mr.X yang didampingi orang tua
mendatangi rumah si Mrs.Y untuk bertanggung jawab dengan meminang
(menikahkan) si Mrs.Y, orang tua dari si Mrs.Y langsung menolak pinangan
orang tua si Mr.X tersebut karena merasa sakit hati anaknya telah
diperlakukan dengan tak pantas oleh si Mr.X. Dan orang tua si Mrs.Y
mengatakan kepada orang tua si Mr.X, Singkat cerita orang tua si Mrs.Y
menolak pinangan dari orang tua si Mr.X yaitu:

Pertama, orang tua Mrs.Y sudah kecewa kepada si Mr.X karena

mensalah gunakan kepercayaannya.

2 Wawancara dengan Mrs.Y (pihak korban perempuan) wawancara tgl 21 Desember 2017.
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Kedua, orang tua si Mrs.Y kecewa kepada si Mr.X telah mengatakan
kepada si Mrs.Y untuk menggugurkan kandungannya, orang tua Mrs.Y
melihat ketidak tanggung jawaban Mr.X kepada Mrs.Y karena orang tua
Mrs.Y menilai Mr.X tidak melihat faktor-faktor mudharat bila si Mrs.Y
melakukan hal tersebut, dan orang tua si Mrs.Y juga beranggapan bahwa
Mr.X tidak melihat juga faktor keselamatan anaknya dan ingin membunuh

cucunya.’

3 Wawancara dengan Mr.0 (orang tua dari pihak perempuan) wawancara tgl 21 Desember 2017.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM ATAS KASUS PENOLAKAN ORANG TUA

TERHADAP PINANGAN LAKI-LAKI YANG MENGHAMILI ANAKNYA

A. Analisis Hukum Islam Atas Kasus Penolakan Orang Tua Terhadap Pinangan
Laki-Laki Yang Menghamili Anaknya

Sebelum membahas lebih jauh terhadap hukum Islam dari penolakan
orang tua terhadap laki-laki yang menghamili anaknya, terlebih dahulu
mengidentifikasikan kasus diatas, kasus penolakan diatas tergolong hal baru
yang terjadi di Indonesia, karena pada umumnya laki-laki yang menghamili
perempuan adalah yang wajib menikahi perempuan tersebut, sehingga
perkawinan di Indonesia untuk saat ini berkurang kesakralannya, karena
walaupun hamil sebelum menikah maka tidak ada konsekwensi dalam
bernegara terhadap pasangan tersebut. Salah satu alasan bahwa keluarga
menikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, antara lain :

1. Untuk menutupi aib bagi wanita yang telah hamil diluar nikah.

2. Laki-laki tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah
dilalakan walaupun keduanya tidak menginginkan kehamilan tersebut.
Kewajiban untuk menikahkan laki-laki yang menghamili perempuat

tersebut tercantum dalam KHI pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang

menghamilinya”
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Dasar dari aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam seperti

diatas berdasarkan QS. An-Nur (24) ayat 3 , yang berbunyi:
oiadall e Al 54 573 A 5 )3 V) GASE Y A 305 A8 s 5 A ) asE Y 3

Artinya: Laki-laki berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan
yang berzina atau perempuan musrik, dan perempuan yang berzina tidak
dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan

yang demikian itu diharamkan atau orang-orang yang beriman.

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam maupun Surat An-Nur diatas
bahwa wajib mengawini laki-laki yang telah menghamili terhadap perempuan
yang telah dihamilinya, sehingga ketika ada seorang perempuan yang hamil
maka laki-laki yang menghamilinya wajib untuk menikahi perempuan yang
telah menghamilinya. Jika di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Al
Quran mewajibkan menikahkan perempuan yang hamil oleh laki-laki yang
menghamilinya, bagaimana Hukum dari menolak pinangan laki-laki yang

menghamilinya.

Sebelum menganalisis perlunya diketahui, bahwa alasan orang tua dari

Mrs.Y ,terdapat setidaknya ada 2 alasan yaitu:

1. Orang tua Mrs.Y sudah kecewa kepada si Mr.X karena mensalah
gunakan kepercayaannya.
2. Orang tua si Mrs.Y kecewa kepada si Mr.X telah mengatakan kepada si

Mrs.Y untuk menggugurkan kandungannya, orang tua Mrs.Y melihat
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ketidak tanggung jawaban Mr.X kepada Mrs.Y karena orang tua Mrs.Y
menilai Mr.X tidak melihat faktor-faktor mudharat bila si Mrs.Y
melakukan hal tersebut, dan orang tua si Mrs.Y juga beranggapan bahwa
Mr.X tidak melihat juga faktor keselamatan anaknya dan malah ingin

membunuh cucunya.

Tentunya penolakan orang tua Mrs.Y terhadap orang tua Mr.X
beralasan, apalagi permintaan dari Mr.X yang menggugurkan
kandungan, dinilai oleh orang tua Mrs.Y sebagai sifat yang tidak
bertanggung jawab, sehingga penolakan yang dilakukan oleh orang tua

Mrs.Y cukup beralasan.

Dalam macam-macam wali sendiri orang tua dari Mrs.Y termasuk
dalam Wali Mujbir, menurut bahasa, mujbir adalah orang yang memaksa.
Dalam kata lain wali mujbir adalah wali yang mempunyai hak sepenuhnya
untuk menikahkan orang yang diwalikan tanpa harus meminta izin dan
meminta pendapat dulu dari mereka. Menurut para ulama, harus ada syarat
agar diperbolehkan untuk menikahkan seorang anak perempuan tanpa harus

meminta izin langsung, yaitu:

1) Tidak ada permusuhan antara ayah dan anak.

2) Orang yang dikawinkan harus setara.

3) Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
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4) Tidak menikahkan dengan orang yang tidak mampu untuk

membayar mahar.

5) Tidak menikahkan dengan laki-laki yang bisa mengecewakan si

anak nanti.

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam maupun An-Nur
mewajibkan untuk menikahkan perempuan yang hamil dan laki-laki yang
menghamilinya, akan tetapi keputusan yang dilakukan oleh orang tua

Mrs.Y bisa dibenarkan, dikarenakan terdapat Kaidah Figh:

I 55

Artinya : Kemudharatan harus dihilangkan.

Cabang dari kaidah fikiah di atas adalah:

Sl 5 f gl

Artinya: Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.

Oleh karena itu dimana pada awalnya keharusan menikahkan
perempuan yang hamil oleh laki-laki yang menghamilinya bisa saja di
atas dasari alasan dimana, jika perkawinan tersebut dilaksanakan akan
menambah kemudharatan bagi salah satu maupun kedua belah pihak,

dengan ini perempuan tersebut bisa dinikahkan dengan laki-laki lainya.
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Salah satu alasan adalah bahwa pihak laki-laki sering berkata
kasar dan menginginkan menggugurkan bayi yang ada di kandungannya,

sifat ini menunjukan itikad tidak baik dari pihak laki-laki.

Jika melihat alasan di atas tentunya penolakan dari orang tua bisa
dibenarkan, karena jika perkawinan dilanjutkan akan menambah beban
atau tekanan kepada pihak perempuan karena sifat laki-laki tersebut yang
mempunyai sifat kasar. Kalaupun dipaksakan perkawinan tersebut tidak
mencerminkan tujuan perkawinan seperti pada pasal 1 Undang-Undang
tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Oleh karena itu walaupun ada keharusan menikahkan perempuan
yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya akan tetapi karena
alasan yang dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan maka penolakan
tersebut dibenarkan. Oleh sebab itu orang tua dari Mrs.Y mempunyai
otoritas yang besar untuk menolak atau melarang menikahkan anaknya,

dengan orang yang kedepannya akan menyakiti anaknya.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Hubungan antara Mr.X dan Mrs.Y semula disetujui oleh kedua orang
tua mereka, akan tetapi kepercayaan tersebut disalah artikan dengan
mereka melakukan hubungan yang mengakibatkan Mrs.Y hamil.
Karena kehamilannya maka Mr.X melarikan diri. Setelah beberapa
bulan Mr X meminang Mrs Y untuk menikah akan tetapi ditolak dari
orang tua Mrs Y karena ada itikad yang tidak baik, yaitu sempat
melarikan diri.

Jika dilihat dari Q.S An-Nur ayat 3 maupun Kompilasi Hukum Islam
pasal 53 bahwa dapat mengawini laki-laki yang telah menghamili

terhadap perempuan yang telah dihamilinya,

Slphied) 5 gl

Artinya: Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang

Sehingga dimana pada awalnya keharusan menikahkan
perempuan yang hamil oleh laki-laki yang menghamilinya bisa saja
atas dasar alasan dimana jika perkawinan tersebut dilaksanakan akan
menambah kemudharatan bagi salah satu atau kedua belah pihak bisa

dinikhkan dengan laki-laki lainya.
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B. Saran
Untuk orang tua harus tetap mengawasi anak-anaknya terutama anak

perempuan supaya kejadian hamil diluat kawin bisa dihindari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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